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BARI
PENDAHULUAMN
A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia semakin meluas baik dari segi hentuk, sasaran,
maupun cara vang digpunakan, sehingga sulit untuk mengetabuinya. Telah banyak
data yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan nepara yang terkorup di
dunia dengan segala bentuknys. Frans Hendra Winata berdasarkan hasil penelitian
tingkat korupsi di Indonesia oleh Marketing Research Indonesia (MRI) pada tahun
1999 menulis bentuk-hentuk korupsi di Indonesia.'

Pertama, bentuk-bentuk korupsi adalah korupsi tanah/penggusuran tanah
rakval, dana/uang negara oleh pejabat tinggi, pertamina, PLN, perusahaan swasta.
bank-bank, Komisi Pemilihan Umom (KPU), pemerintaban, uang TPR {Tanda
Parkir dan Retribusi), Badan Urusan Logistk (Bulog), pengadilan, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nang
ssuranal tenapa kenja (Astek), PT Telkom, peindustrian, perusahaan asing,
Perusahaan Dwerah Afr Minum  (PIDAM), ketenapakerjaan. hasil  hutan,
penerbangan, dana JPS (Jaring Pengaman Sosial), media cetak dan elektromik dan
SETETUSMY .

Kedua, tindakan kerupsi di atas dilakukan antara lain dalam bentuk
penvelewenpan vang untuk biava‘perbaikan jalan/jembatan. Penyalabgunaan uang
nepara, mengeclapkan uang pajak negara, fidak transparan vang yang digunakan

sejabat, pinjaman luar negeri yang tidak perlu pemakaiannya. penyelewengan

! Frans Hendra Winarta, forupsi dor Huliom di Indonesia, Pro Jussitia Tahun XX Mo,
5. FH Unpar. Bandung, Juli, 2001, kal 45,
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dana bahan bakar minvak (BEM)., dana bantuan untuk anak-anak yatim dan [akr
miskin dan kekussaandjabatan/josisi.

Keliga, nang pelicin/suap vang biasa terjadi antara lain dalam bentak
wing  pelicin masuk  kerja‘pengangkatan pegawal baru, uang pelicin untuk
kenaikan pejabat’pangkat, komisi dalam transaksi dagang, memenangkan lender
suatu provek, mengurus sural-sural dikeluraban, polisi minta wang dama di jalan
dan pembuatan surat-sural penting di kantor polisi dan petugas di laut.

Keempat, swap menyuap ditingkat  sekolah/perguruan tinggi  dalam
bentuk punguian pembuatan akta, punputan pembuatan surat izin mengemudi
(516, pungutan liar di pasar. jalan tol, kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan
paspor, dan terminal.

Kelima, bentuk-bentuk pemotongan yang dilakukan adalah penvunatan
hantuan pemenntah untuk rakvat'memakan wang rakyat, barang yang harus
dikirim. pemndapatan daerah, pembayaran vang asuransi tidak dapat dikembalikan
sesuai dengan vang dibayar, vang jaminan sosial tensga kerja (Jamsostek) tudak
dikerikan secara keseluruhan dan memaotong gaji pegawai,

Drar apa yang sudah dijelaskan di atas, jelastah bagi kita bahwa korops
telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa mulai dari tingkatan
vang paling rendah sampai kepada tingkatan vang lebih tinggi. Sehingga korupsi
ini harus mendapat perhatian serius dan semua kalangan baik dari lembaga
cksekutif, legeslatif serta yudikatit begile pula dengan peran serta masyarakat agar

dapat memberantas dan mencegah berkembangnya korupsi.
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Peraturan  tentang  pemberantasan  koropsi telah silih o herganti
dikerlakukan, tetapi korupsi dalam segala bentuknva masih merajalela’  Ind
menimbulkan pertanyaan apakah disebabkan oleh kurang lengkap abw kurang
efektitnya  ketentwan-ketenivan  dalam  perundang-undangan  pemberantasan
korupsi atau dischabkan Faktor lam?,

Pengaturan  mengenai  pemberantasan  tindak  pidana  koropsi  telsh
beberapa kali mengalami perubahan, pertama vaitu dalam Peraturan Penguasa
Perang Pusat Angkatan Darat, dan Angkatan Laut tahun 1958, Selain v jugsa
Undang-undang Momor 24 Prp tahun 1960, Terakhir Undang-undang Nomor 3
Tahun 1971 yang kemudian juga diganti depgan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lalu dirabah lagi
dengan keluamya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 37 menyatakan :

“Terdakwa moempunyvae hak  untuk membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupst. {pasal 37 avat 1}7

“Dalam hal terdakwa dapat membuktikan babwa ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi, maka pembukban terscbut dipergunskan oleh

pengadilan sebagail dasar untuk menvatakan babwa dakwaan tersebut

tidak terbukti. (pasal 37 ayat 2)”

Ketentuan pada pasal 37 inl merupakan susty penyimpangan dan

kefentuan  KUHAP  vang  menentukan  bahwa  Jaksa  wajib  membukiikan

dilgkukannya tindak pidana. bukan terdakwa. Menurut kententuan ini, terdakwa

L Elwi Uamdl dan Aria Fumciti, Hubuer Pidoia Korupsd, Peopram Semi Cue IV, FH
Unand, Padeng, Oktober, 2002, hal, 13
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dapal membuktikan bahwa a tidak melakokan tindak pudana Korupasi. Apabila
terdakwa  dapat membuktikan hal tersebut. hal ini bukan berarti w0 tidak
melgkukan tindak  pidana korupsi, sebab  Penuntut Umum  masih  tetap
berkewajiban untuk membukikan dakwaannya,

Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas,
karena Jaksa masih tetap wajib membuktikannyva, Hal inilah yang dikatakan beban
pembuktian dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan
terbatas,

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenal sistem pembuktian
dengan sistemn pembalikan beban pembuktian yang benmbang dan lerbatas,
diharapkan semakin banyak para koruptor vang tidak dengan mudah lolos dari
jeratan hukum begilu saa.

Berlatar belakang dar uralan vang dikemukakan di atas Penulis tertank
untuk melakukan penulisan dengan judul :

PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
YANG BERIMBANG DAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI D PENGADILAN NEGERI PADANG,

B. Perumusan Masalah

Berdasarakan uraan di atas maka permazalshan yang skoan dibahas
dalam penulisan ini mencakup segi hukum dan teknis penerapan  sistem
pembuktian - menwrut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi vang telah divbah dengan Undang-Undang
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FENUTUP

A. Kesimpulan

Berdusarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri

Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan pembalikan

beban pembuktian yang berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang,

antara lain ¢

L.

1

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terhatas
di Pengadilan Megeri Padang belum diterapkan, hal ini dapat dibuktikan
dengan tidak adanya kasus vang masuk di Pengadilan Neperi Padang
menggunakan sislem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan
terbatas, hal ini tergadi karena dakwasn yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum tidak ada yang menyentuh harta kekavaan terdakewa sehingpa dengan
demikian tidak ada kewajiban bagt terdakwa untuk membuktikan babwa harta
vang dimiliki terdakwa bukan dari hasil korupsi, wataupun demikian hakim
dalam menjatuhkan putusannya menjatubkan pidana untuk membayar uang
penggantl seperti pada putusan kasus korupsi yang dilakukan olch terdakwa
Abu Svofvan.SH dengan nomor pidana 3235/PIDL B 2006/PN_PICL

Hahwa dalam penerapan sistem pembalikan  beban pembukiian  yang
berimbang dan terbatas di Pengadilan Negeri Padang ada beberapa kendala
vang ditemui dalam prakicknva diantaranya, penahanan yang dilakukan oleh

penyidik terhadap terdakwa, penyidik masih dipengaruhi oleh pola lama, dan
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tidak ada pengaturan wvang tagas mengenal mekanisme penerapan sistem
pembalikan beban pembuktion,

3. Dalem menghadapt kendala pencrapan sistem pembalikan beban pembuktian
yang berimbang dan terbatas dalam tindak pidana korupsi diperlukan suatu
penegasan dalam undang-undang tindak pidana korupsi bagzaimana secharsnya
sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dan terbatas pada
tindak pidana korupsi ini seharusnya diterapakan muolai dar tingkat
penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Bahwa hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi tidak
terikat pada suatu apapun termasuk pembuktian vang dilakukan oleh terdakwa
bahwa ia tidek melakukan tindak pidana korupsi, Hakim dalam mengambil
keputusan hanya mengacu pada fakia-faka yang terungkap di persidangan
sebapai dasar pertimbangannya nanti dalam memutus suaty perkara tindak
pidana. Dengan demikian jelns sistem pembalikan beban pembuktian dalam
tindak pidana korupsi ini tidak berpengaruh pada apa vang akan dijatubkan
hakim dalam putusannya nant karena hakim hanva akan mempertimbangkan

fakia-fukta yang terungkap di persidangan saja.

B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dalom b
ini penulis akan mengajukan beberapan hal berupa saran sesuai  denpan
kemampuan dan kapasitas vang penulis miliki
1. Terbadap dakwaan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Mo, 20

Tabun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No, 31 Tahun 1999
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